
 

 

 

 

BUPATI  SUKOHARJO 

 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR  43 TAHUN 2010 

TENTANG 

SUSUNAN KODE REKENING DAN KLASIFIKASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN SUKOHARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011, bahwa penganggaran belanja barang modal yang 

akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada 

tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah, perlu menetapkan Susunan dan Kode Rekening 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Kode 

Rekening dan Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sukoharjo; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2010 Nomor  1 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN KODE REKENING 

DAN KLASIFIKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO. 

 
Pasal 1 

Uraian mengenai Susunan Kode Rekening dan Klasifikasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo tersebut dalam Lampiran 

Peraturan Bupati ini yang terdiri atas : 

a. Lampiran I : Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi Kabupaten Sukoharjo;  

b. Lampiran II : Kode dan Klasifikasi Fungsi Kabupaten Sukoharjo; 

c. Lampiran III : Kode dan Klasifikasi Belanja Daerah Menurut Fungsi 

Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

d. Lampiran IV : Susunan Kode Akun Keuangan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo; 

e. Lampiran  V : Kode Rekening Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo; 

f. Lampiran VI : Kode Rekening Kewajiban Daerah Kabupaten Sukoharjo; 

g. Lampiran VII : Kode Rekening Ekuitas Dana Daerah Kabupaten 

Sukoharjo; 

h. Lampiran VIII : Kode Rekening Pendapatan Daerah; 

i. Lampiran IX : Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan 

Pemerintah Daerah; 

j. Lampiran X : Kode Rekening Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan 

k. Lampiran XI : Kode Rekening Pembiayaan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo. 

 

Pasal 2 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 35 

Tahun 2006 tentang Susunan Kode Rekening dan Klasifikasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 

2006 Tentang Susunan Kode Rekening dan Klasifikasi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2009 Nomor 134) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

 

 Ditetapkan di Sukoharjo 

 pada tanggal 11 Desember 2010 

 

 

 BUPATI SUKOHARJO, 

  

 

  

 WARDOYO WIJAYA 

 

   


